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PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIJAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan di
lingkungan Badan Kepegawaian Negara guna memenuhi
prinsip efektivitas dan efisiensi serta memenuhi prinsip
tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung
jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;
bahwa dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh
APIP yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu
yang sesuai dengan mandat pengawasan masing-masing
APIP;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pengawasan

di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara  Republik
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Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN
KPEGAWAIAN NEGARA

Pasal 1
Pedoman Pengawasan di Lingkungan Badan Kepegawaian
Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.
Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I.  PENDAHULUAN
A. Umum

1. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan
untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean
government, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan
bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Untuk mewujudkan pengawasan yang ekonomis, efektif dan
efisien, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara
tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Badan
Kepegawaian Negara.

B. Tujuan

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan

kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan

Kepegawaian Negara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah, meliputi:

1. Kebijakan dan Strategi Pengawasan Intern;

2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); dan

3. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan.

D. Pengertian
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pengawasan adalah metode, alat, kebijakan dan prosedur yang

digunakan suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan utama
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